
 

 

 

 

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 64 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

 PERUBAHAN KEDUA  ATAS PERATURAN GUBERNUR  GORONTALO  NOMOR 37  

TAHUN 2013 TENTANG PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  

DALAM WILAYAH PROVINSI GORONTALO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR GORONTALO, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya tambahan lampiran yang 

belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2013, 

maka perlu ada tambahan serta penyesuaian atas Perhitungan 

dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 

 b. bahwa tambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor ini didasarkan 

atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 

2014 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB)  dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Gubernur Gorontalo Nomor 37 Tahun 2013 tentang  

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi 

Gorontalo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060); 
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2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5022);  

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 447); 
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9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 

Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Gorontalo Nomor 03); 

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 10). 

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Gorontalo Nomor 08); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 37 TAHUN 2013 

TENTANG  PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK 

KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN 

BERMOTOR DALAM WILAYAH PROVINSI GORONTALO 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur  Gorontalo  Nomor 

37 Tahun 2013 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Dalam Wilayah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo 

Tahun 2013 Nomor 37)  diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan  Lampiran I  dan Lampiran II  Peraturan Gubernur  

Gorontalo  Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perhitungan Dasar 

Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Gorontalo 

disisipkan tambahan lampiran sebagaimana tercantum dalam 

lampiran Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Gorontalo. 

 
 Ditetapkan di Gorontalo 

   pada tanggal 10 OKTOBER 2014 

         GUBERNUR GORONTALO, 

        TTD 

           RUSLI HABIBIE 

 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal  10 OKTOBER 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, 

                 TTD 

 WINARNI D. MONOARFA  

 
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 64 
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